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Histori Naskah ABSTRACT

Kafalah is a guarantee contract in muamalah figh that serves to maintain legal

Diserahkan: certainty and protect rightsin transactions, while also reflecting social responsibility
30-12-2025 and economic solidarity. In contemporary Islamic finance practices, the application

of kafalah often emphasizes technical and operational aspects rather than

Direvisi: strengthening its normative foundations, thus giving rise to the need for
19-01-2026 comprehensive normative studies. This article analyzes the concept of kafalah
through an integrative approach of tafsir and hadith ahkam, and affirms its position

Diterima: in figh muamalah as a tawthiqi contract. This study uses a normative-qualitative
21-01-2026 method with an approach of tafsir ahkam, takhrij and analysis of hadith ahkam, as

well as a study of istinbat law by classical and contemporary fugaha. The results of
the study show that kafdlah has strong shar i legitimacy in the Qur'an and Sunnah,
and is consistently constructed as an accessory guarantee contract without removing
the liability of the principal debtor. From the perspective of maqasid al-syari‘ah,
kafalah generally falls within the realm of hajiyyat, but in certain contexts it can rise
to the level of dariiriyyat. This study strengthens the normative framework of kafalah
and provides a conceptual basisfor the devel opment of sharia guarantee instruments
that are fair and oriented towards public interest.

Keywor ds *  Kafalah, Figh al-Mu ‘amalah; Hadith Ahkam, Tafsir Ahkam; Magqasid Al-Shari‘ah

ABSTRAK

Kafalah merupakan akad penjaminan dalam figh muamalah yang berfungsi menjaga
kepastian hukum dan perlindungan hak dalam transaksi, sekaligus mencerminkan
tanggung jawab sosia dan solidaritas ekonomi. Dalam praktik keuangan syariah
kontemporer, penerapan kafalah sering kali lebih menekankan aspek teknis-
operasional dibandingkan penguatan landasan normatifnya, sehingga memunculkan
kebutuhan kagian normatif yang komprehensif. Artikel ini menganaisis konsep
kafalah melalui pendekatan integratif tafsir dan hadis ahkam, serta menegaskan
kedudukannya dalam figh muamalah sebagai akad rawthigi. Penelitian ini
menggunakan metode normatif-kualitatif dengan pendekatan tafsir ahkam, takhrij
dan analisis hadis ahkam, serta kajian istinbat hukum fugahaklasik dan kontemporer.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kafalah memiliki legitimasi syar i yang kuat
dalam Al-Qur’an dan Sunnah, serta secara konsisten dikonstruksikan sebagai akad
penjaminan yang bersifat aksesoris tanpa menghapus tanggungan debitor utama.
Daam perspektif magasid al-syari’ah, kafalah umumnya berada dalam ranah
hajiyyat, namun dalam konteks tertentu dapat meningkat ke tingkat daririyyat.
Kagjian ini memperkuat kerangka normatif kafalah dan memberikan dasar konseptual
bagi pengembangan instrumen penjaminan syariah yang berkeadilan dan berorientasi

pada kemasl ahatan.
Kata Kunci *  Kafalah; Fikih Muamalah; Hadis Ahkam; Tafsir Ahkam; Maqasid Al-Syari‘ah
Corresponding * Muhibbussabry, Universitas Isam Negeri Sumatera Utara, J. William Iskandar,
Author Pasar V, Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Indonesia, e-mail:

muhibbussabry @uinsu.ac.id

135|Page
DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4858
https://journal .iaisambas.ac.id/index.php/ ALWATZIKHOEBILLAH/index


https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4858
mailto:muhibbussabry@uinsu.ac.id
mailto:jamilsiahaan@gmail.com
mailto:nawir_yuslem@uinsu.ac.id
mailto:muhibbussabry@uinsu.ac.id

Muhibbussabry, M. Jamil, Nawir Yuslem Vol. 12 No. 1 (2026)

PENDAHULUAN

Transakss muamalah dalam kehidupan sosial-ekonomi selalu mengandung risiko
kegagalan pemenuhan kewajiban karena ketidakmampuan, kelalaian, atau faktor eksternal
lainnya. Oleh karena itu, hukum Islam mengembangkan berbagai instrumen penguat transaksi
(tawthig al- ‘ugid) untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak yang
bertransaksi. Salah satu instrumen penting dalam figh muamalah adal ah kafalah (penjaminan),
yaitu akad yang memperkuat tanggung jawab hukum melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai
penjamin atas kewajiban pihak yang dijamin (makfiil ‘anhu) kepada pihak yang berhak (makfiil
lahu).(Al-Zuhayli, 1985 h. 3815-3818.) Makna kafalah mencakup aspek linguistik dan syar’i
yang menegaskan komitmen penjamin terhadap hak pihak berkepentingan, bukan sekadar
hubungan administratif.

Secara teoretis, kafalah tidak hanya dipahami sebagai mekanisme teknis dalam
transaksl, tetapi juga mencerminkan nilai tanggung jawab sosia (mas "iliyyah) dan solidaritas
(ta ‘awun), karena memberi kesempatan bagi individu atau lembaga yang kurang memiliki
agunan untuk tetap berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.(Abt Zahrah, 2004 h. 198-202.)
Dengan demikian, kafalah memiliki fungsi ganda: menjamin kepastian hukum dan
mewujudkan kemaslahatan sosial dalam aktivitas muamalah. Dalam perspektif magasid al-
syari’ah, instrumen seperti kafalah berkontribusi dalan menjaga harta (hifz al-mal),
mengurangi potens konflik, serta menciptakan stabilitas transaksi.(Chapra, 2008 h. 29, 90.)

Urgens kajian kafalah semakin menguat seiring dengan pesatnya perkembangan
industri keuangan syariah global. Laporan Islamic Finance Devel opment Report menunjukkan
pertumbuhan signifikan pada aset keuangan syariah dunia, yang turut mempengaruhi perluasan
penggunaan akad penjaminan dalam produk-produk keuangan seperti bank garang,
penjaminan pembiayaan UMKM, dan letter of credit (L/C) syariah.(Bank, 2023 h. 18, 75.) Di
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mengidentifikasi peningkatan peran lembaga penjaminan
syariah dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, yang menjadikan kafalah sebagai
landasan normatif bagi berbagai skema penjaminan tersebut.(Keuangan, 2022 h. 64-67.)
Namun, percepatan inovasi produk sering kali tidak diiringi dengan kajian normatif yang
memadai terhadap dasar syar’i kafalah.

Sgjumlah kajian kontemporer menunjukkan bahwa kafalah tidak lagi dipahami semata
sebagal konstruksi figh klasik, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen tawthigi
yang relevan dengan sistem jaminan modern. Ummi Sa’adah dan Muhamad Zen menegaskan
bahwa kafalah berfungsi menjembatani prinsip figh muamalah klasik dengan kebutuhan
mitigas risiko dan kepastian hukum dalam praktik keuangan syariah kontemporer.(Ummi
Sa’adah & Muhamad Zen, 2025) Pada level internasional, Busari, Suleiman, dan Salhab
menunjukkan bahwa kontrak penjaminan dalam keuangan Islam juga telah menjadi perhatian
standar global melalui resolusi Bank Negara Malaysia (BNM) dan ketentuan AAOIFI,
sehingga menuntut penguatan kajian normatif agar implementasi kafalah tidak menyimpang
dari prinsip-prinsip syariat.(Busari et al., 2024) Temuan-temuan ini mempertegas kebutuhan
akan kajian kafalah yang berangkat dari landasan normatif yang kokoh sekaligus responsif
terhadap dinamika praktik muamalah kontemporer.

Secara normatif, dalil Al-Qur’an dan Sunnah menunjukkan keberadaan prinsip
penjaminan yang dapat dijadikan dasar hukum kafalah. QS. Y usuf [12]: 72 dengan redaks “wa
ana bihi za‘tm” dipahami oleh mufassir sebagai bentuk komitmen penjamin untuk
menanggung kewajiban tertentu.(Al-Qurtubi, 2006¢ h. 246-248.) Demikian pula hadis Nabi
Saw. “al-za‘tm gharim” mempertegas bahwa penjamin ikut memikul kewajiban jika pihak
yang dijamin gagal memenuhi tanggungannya.(al-Syawkani, n.d. h. 278-280.) Kedua sumber
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ini menunjukkan bahwa kafalah bukan sekadar konstruksi figh, tetapi berakar pada nash yang
dapat diistinbatkan secara hukum.

Namun demikian, kgjian akademik tentang kafalah selama ini masih menunjukkan
kecenderungan fragmentatif. Sebagian penelitian memposisikan kafalah dalam kaian figh
muamal ah praktis dengan fokus pada definisi, rukun, dan aplikasinya dalam lembaga keuangan
syariah, sementara kgjian tafsir dan hadis ahkam sering membahas dalil-dalil terkait secara
terpisah tanpa menyatukannya dalam satu kerangka analisis yang sistematis.(Ascarya, 2021 h.
203-210.) Kondisi ini menimbulkan celah penelitian berupa ketiadaan kerangka normatif yang
terintegrasi antara nash, ijtihad fugaha, dan realitas praktik kontemporer. Selain itu, ayat-ayat
dan hadis-hadis terkait kafalah tidak selalu hadir dalam konteks muamalah yang eksplisit,
melainkan tersebar dalam teks yang memerlukan pendekatan tafsir ahkam dan hadis ahkam
untuk menarik implikasi hukumnya.(a-Suyiti, 1996 h. 180-183.)

Dalam konteks kekinian, kebutuhan akan kajian komprehensif tentang kafalah menjadi
semakin relevan seiring transformasi digital sektor keuangan dan globalisasi transaksi. Kedua
fenomena ini menuntut kejelasan konsep dan batasan syar i agar praktik kafalah tetap berada
dalam koridor figh muamalah dan tujuan syariat. Oleh karena itu, kgian integratif yang
menghubungkan nash, figh, dan praktik kontemporer menjadi kebutuhan akademik yang
mendesak.

Berdasarkan pemetaan tersebut, artikel ini diarahkan untuk menjawab beberapa
pertanyaan penelitian: (1) ayat-ayat Al-Qur’an apa saja yang berkaitan dengan konsep kafalah
dan bagaimana penafsiran para mufassir ahkam terhadapnya; (2) bagaimana hasil takhrij dan
penilaian kualitas hadis-hadis ahkam yang menjadi landasan hukum kafalah; (3) bagaimana
pengertian kafalah secara bahasa dan istilah serta kedudukannya dalam figh muamalah klasik
dan kontemporer; (4) bagaimanaistinbat hukum kafalah menurut fugaha terkait rukun, syarat,
dan macam-macamnya; serta (5) bagaimana aplikabilitas kafalah dalam sistem keuangan
syariah dan praktik muamalah kontemporer.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan utama artikel ini adalah menganalisis
konsep kafalah secarakomprehensif melaui perspektif tafsir dan hadis ahkam serta menegaskan
kedudukannya sebagai akad tawthiqi dalam figh muamal ah kontemporer. Secarateoretis, artikel
ini diharapkan memperkuat integrasi studi tafsir, hadis, dan figh muamalah. Secarapraktis, kgjian
ini diharapkan menjadi rujukan normatif bagi pengembangan dan evauas praktik penjaminan
gyariah sehinggatetap selaras dengan prinsip syariat dan magqasid al-syari’ah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif-kualitatif yang berfokus
pada analisis konsep kafalah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Pendekatan normatif
digunakan karena objek kajian berupa norma, prinsip, dan konstruksi hukum yang bersumber
dari Al-Qur’an, Sunnah, serta ijtihad para fugaha, bukan perilaku empiris atau data
statistik.(Soekanto & Mamudji, 2015 h. 13-15.) Jenis penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (library research) dengan sumber data utama berupa ayat-ayat Al-Qur’an, kitab
tafsir ahkam, dan kitab hadis ahkam serta karya figh muamalah klasik dan kontemporer.

Andlisis terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan kafalah dilakukan
menggunakan pendekatan tafsir ahkam untuk menggali implikasi hukum dari teks yang relevan
serta konsekuensinya dalam konteks figh muamalah. Kitab tafsir ahkam yang dirujuk antara
lain al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an karya a-Qurtubi, Ahkam al-Qur’an Karya al-Jassas, dan
Tafsir Ibn Kathir. Sementara itu, hadis-hadis yang relevan dianalisis menggunakan pendekatan
hadis ahkam diserta takhrij hadis untuk menilai kualitas sanad dan kedudukan hadis sebagai
hujjah hukum.(al-Syawkani, n.d. h. 7-10.) Proses takhrij dilakukan dengan merujuk padakarya
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hadis mu’tabar dan karya syarah hadis. Tahap berikutnya adalah penarikan simpulan normatif,
yaitu perumusan kedudukan dan karakteristik hukum kafalah berdasarkan analisis sistematis
terhadap pandangan para fuqgaha’ dari berbagai mazhab mengenai pengertian, rukun, syarat,
dan jenis kafalah. Dalam tahap ini digunakan pendekatan komparatif untuk memetakan
perbedaan dan titik temu pandangan ulama, sehingga diperoleh pemahaman yang
komprehensif mengenai konstruksi hukum kafalah dalam figh muamalah.

Untuk menjaga relevansi kekinian, penelitian ini juga menggunakan pendekatan
konseptual dengan menelaah implementasi kafalah dalam praktik muamalah dan sistem
keuangan syariah modern, seperti bank garansi syariah dan lembaga penjaminan. Seluruh data
dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pola pikir deduktif, serta dikaitkan dengan prinsip
magqasid al-syari’ah, Khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) dan kepastian
transaksi.(Ibrahim, 2006 h. 295-299.)

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Ayat-Ayat Al-Qur’an tentang Kafalah dan Penafsiran Para M ufassir

Meskipun istilah kafalah dalam pengertian teknis figh muamalah tidak disebutkan
secara eksplisit dalam Al-Qur’an, konsep penjaminan dan penanggungan tanggung jawab
(daman) memperoleh legitimasi normatif melalui sumlah ayat yang mengandung makna
jaminan, tanggung jawab, dan pemeliharaan hak. Al-Qur’an dalam hal ini tidak selalu
menyajikan konsep hukum dalam bentuk definisi terminologis sebagaimana dirumuskan oleh
para fugaha, melainkan melalui narasi, prinsip moral, dan praktik sosial yang kemudian
dikonstruksikan secara sistematis dalam disiplin figh muamalah. Polaini menunjukkan bahwa
hukum Islam bersifat dinamis, berangkat dari nila normatif Al-Qur’an yang kemudian
dikembangkan melalui proses istinbat dan ijtihad.(Aba Zahrah, 2004 h. 198-202.)

Ayat yang paling sering dijadikan landasan normatif bagi konsep kafalah adalah QS.
Yusuf [12]: 72.

g5 U5 et s 4y 618 Gy Gl ¢ 52 25 308
Artinya: Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat
mengembalikannya akan memper oleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku

jamin itu.”

Dalam ayat tersebut, dinyatakan adanya janji pemberian hadiah berupa muatan seekor
unta bagi sigpa sga yang berhasil mengembalikan piala kergjaan yang hilang, disertal
pernyataan “wa ana bihi za ‘im” (dan aku menjamin terhadapnya). Ayat ini muncul dalam
konteks kisah Nabi Yusuf a.s. dan tidak memiliki asbab al-nuziil dalam pengertian peristiwa
khusus pada masa Nabi Muhammad Saw., melainkan merupakan bagian dari gasas al-
Qur’an.(d-Suyiti, 1996 h. 180-183.) Namun demikian, para mufassir ahkam sepakat bahwa
kisah-kisah Al-Qur’an dapat dijadikan dasar penetapan hukum selama mengandung prinsip
normatif yang bersifat umum dan tidak dibatasi oleh kekhususan umat terdahulu.

Fokus utama penarikan hukum dari ayat tersebut terletak pada lafaz za ‘im. Secara
bahasa, za ‘im berarti orang yang memikul tanggungan, penjamin, atau pihak yang bertanggung
jawab atas suatu kewajiban. Dalam konteks ayat, pihak yang mengumumkan kehilangan piala
secara sukarela mengikatkan dirinya untuk menjamin pemberian hadiah kepada pihak yang
berhasil memenuhi syarat yang ditentukan. Maknaini secarasubstansia sejalan dengan konsep
kafalah dalam figh muamalah, yaitu pengikatan tanggung jawab oleh pihak ketiga atas
kewgjiban tertentu, baik yang berkaitan dengan harta maupun manfaat.(Al-Zuhayli, 1985 h.
3819-3821.) Dengan demikian, meskipun istilah kafalah belum dirumuskan secara teknis,
prinsip dasarnyatelah terakomodasi dalam ayat ini.
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Penafsiran para mufassir ahkam semakin menegaskan legitimasi konsep kafalah dalam
Al-Qur’an. Ibn Kathir, dalam Tafsir al-Qur’an al- ‘Azim, menafsirkan frasawa and bihi za ‘im
sebagal pernyataan komitmen hukum yang bersifat mengikat. lamenegaskan bahwakataza im
bermaknadamin, yaitu pihak yang menjadikan dirinyabertanggung jawab atas suatu kewajiban
tertentu.(Ibn Kathir, 1999 h. 388-390.) Dari penafsiran ini, Ibn Kathir menarik implikasi bahwa
ayat tersebut menunjukkan kebolehan seseorang menjamin kewgjiban pihak lain selama
dilakukan secara sukarela dan tidak mengandung unsur kezaliman. Lebih jauh, ia mengaitkan
praktik penjaminan dengan prinsip fa ‘awun (tolong-menolong) dalam Islam, sehingga kafalah
tidak hanya dipahami sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai manifestasi etika sosia
dalam muamalah.(Ibn Kathir, 1999 h. 391-392.)

Al-Qurtubi dalam Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an mengelaborasi QS. Yusuf [12]: 72
dalam kerangka hukum yang lebih luas. la mengklasifikasikan ayat tersebut sebagai dalil
kebolehan dua akad figh sekaligus, yaitu kafalah dan ju ‘alah. Menurutnya, frasa wa ana bihi
za ‘Tm menunjukkan adanya pengambilan tanggung jawab (iltizam) secara sadar oleh pihak
penjamin, sehingga menjadi dasar normatif bagi keabsahan akad kafalah.(Al-Qurtubi, 2006¢
h. 246-248.) Al-Qurtubi juga menekankan bahwa kafalah memiliki fungsi tawthigi (penguatan
transaksi) yang sgjalan dengan magqasid al-syari ‘ah, Khususnya dalam menjaga harta (hifz al-
mal) dan mencegah sengketa dalam transaksi muamal ah.(Chapra, 2008 h. 26-29.)

Sementaraitu, al-Jassas dalam Ahkam al-Qur’an memberikan penekanan khusus pada
aspek hukum QS. Yusuf [12]: 72. lamenegaskan bahwa ayat ini merupakan dalil eksplisit atas
kebolehan kafalah dan daman karena adanya penggabungan tanggungan penjamin terhadap
hak yang dijanjikan.(Al-Jassas, 1994 h. 47-50.) Menurutnya, penjaminan tersebut bersifat
mengikat secara hukum, sehingga penjamin berkewajiban memenuhi tanggung jawab apabila
pihak yang dijamin tidak melaksanakan kewagjibannya. Al-Jassas juga mengaitkan ayat ini
dengan hadis Nabi Saw. “al-za Tim gharim” (penjamin adalah penanggung), sehingga antara
Al-Qur’an dan Sunnah saling menguatkan dalam melegitimasi praktik kafalah.(a-Syawkant,
n.d. h. 278-280.)

Selain QS. Yusuf [12]: 72, Al-Qur’an juga memuat ayat-ayat lain yang menguatkan
prinsip tanggung jawab dan penjaminan dalam muamalah. QS. a-Insan [76]: 8

|3l 3 L3 i 434 e aladall ¢ 3aell
Artinya: Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan
tawanan.

Ayat ini menggambarkan sikap orang-orang beriman yang memberikan makanan
kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan, yang mencerminkan adanya tanggung jawab
sosid terhadap pihak yang berada dalam kondisi lemah.(Al-Qurtubi, 2006b h. 130-133.)
Meskipun ayat ini tidak berbicaralangsung tentang akad penjaminan, nilai tanggung jawab dan
perlindungan hak pihak lain yang terkandung di dalamnya menjadi landasan etis bagi praktik
kafalah. Demikian pula QS. al-Bagarah [2]: 283

| 5885 Y 580 (3 AT () (530 3530 Lt a0 (el 1A 3R (3 IS 13083 205 i o B )
e (3tas Ly G P ) A8 L (s B
Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat,
hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu
memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya.
Janganlah  kamu  menyembunyikan  kesaksian karena Siapa @ yang
menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa

yang kamu kerjakan.
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Ayat tersebut mengatur mekanisme rahn (gadai) sebagai saranapengamanan hak dalam
transaks utang-piutang, dipahami oleh para fugaha sebagai bagian dari sistem jaminan
(tawthig) dalam muamalah.(al-Jassas, 1994 h. 473-476.) Ayat lain yang relevan adalah QS. Ali
‘Imran [3]: 37
G pa BT ) e a2 S 5A G 85 il (0 LG 85 15 Tua B Lgiall§ s J 35 435 Leliid
Artinya: Dia (Allah) menerimanya (Maryam) dengan penerimaan yang baik, membesarkannya

dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria.
Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrabnya, dia mendapati makanan di sisinya.
Dia berkata, “Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?” Dia (Maryam)
menjawab, “Itu dari Allah.” Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang
Dia kehendaki tanpa perhitungan.

Ayat tersebut secara eksplisit menggunakan istilah kafalah dalam konteks pengasuhan
Maryam oleh Nabi Zakariya a.s. Meskipun ayat ini berbicara tentang pemeliharaan dan
pengasuhan, bukan penjaminan utang, para ulama memandangnya sebagai indikasi pengakuan
gyariat terhadap konsep penanggungan penuh atas kebutuhan pihak lain. Prinsip ini kemudian
dianalogikan (giyas) dengan kafalah dalam muamalah, karena sama-sama mengandung unsur
pengambilan tanggung jawab secara sadar dan berkelanjutan.(Al-Qurtubi, 2006a h. 85-88.)

Berdasarkan keseluruhan ayat dan penafsiran para mufassir ahkam tersebut, dapat
dissmpulkan bahwa konsep kafalah memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur’an,
meskipun tidak dirumuskan secara terminologis sgjak awal. QS. Yusuf [12]: 72 diposisikan
sebagal ayat kunci yang mengisyaratkan legitimasi penjaminan, sementara ayat-ayat lain
memperkuat prinsip tanggung jawab dan perlindungan hak dalam muamalah. Prinsip-prinsip
ini kemudian diformul asikan secara sistematis oleh para fugaha dalam figh muamalah melalui
pembahasan rukun, syarat, dan bentuk-bentuk kafalah, serta dikembangkan aplikasinya sesuai
dengan kebutuhan transaksi kontemporer tanpa keluar dari kerangka magqasid al-syari ‘ah.

B. Takhrij dan Kualitas Hadis-Hadis Ahkam tentang Kafalah

Kajian hadis ahkam tentang kafalah bertujuan menegaskan legitimasi normatif akad
penjaminan dalam Islam melalui anaisis sanad dan matan hadis-hadis yang relevan.
Berdasarkan penelusuran literatur hadis mu 'tabar, hadis-hadis yang berkaitan dengan kafalah
dapat dipetakan ke dalam tigatemautama, yaitu: (a) kewajiban penjamin atas tanggungan yang
dijaminnya, (b) kebolehan penjaminan utang, termasuk setelah wafatnya debitur, dan (c)
dimensi sosid kafalah daam bentuk pemeliharaan anak yatim. Ketiga tema tersebut
menunjukkan bahwa kafalah bukan sekadar konsep figh teoritis, melainkan memiliki landasan
hadis yang kuat dan aplikatif dalam berbagai konteks kehidupan muamalah.
1. Hadistentang Kewajiban Penjamin (al-za im gharim)

Tahap awa takhrij hadis tentang kafalah dilakukan dengan mengidentifikasi
riwayat-riwayat yang memuat redaks kunci al-za ‘im gharim atau makna yang sepadan
dengannya. Berdasarkan penelusuran pada kitab-kitab hadis primer, hadisini diriwayatkan
melalui jalur sahabat Abii Umamah al-Bahilir.a. dan tercantum dalam sejumlah kitab hadis
otoritetif, antara lain Sunan al-Tirmizi,(Al-Tirmizi, 2001a h. 579-580.) Sunan Abr
Dawid,(Al-Sijistani, 2009 h. 345-346.) Sunan Ibn Majah,(Majah, 1995 h. 803.) Musnad
Ahmad,(Hanbal, 2001a h.398-400.) dan Sunan al-Daruqutni.(Al-Daruqutni, 1996 h. 276.)

Hadis tersebut umumnya disampaikan dalam konteks khutbah Nabi Saw. pada Hajj
al-Wada’ dan dirangkai dengan penegasan prinsip-prinsip muamalah lainnya, seperti
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kewgjiban mengembalikan pinjaman, pelunasan utang, dan tanggung jawab penjamin.
Salah satu redaksi hadis yang representatif adalah sebagai berikut:

@\&&Y}Q\eluwdmy&w\_\swdw\hah&b)&u:ujsjﬁmuh YA L;AAJ.J\
S5 A A g cuymjt.d\ Z\J}]\meb bAll 3 e alig adle A e 2 uwduuu\
@A&A

Sunan Tirmidzi 1186: Telah menceritakan kepada kami Hannad dan Ali bin Hajar
keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Syurahbil bin
Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah ia berkata: Aku mendengar Nabi saw. bersabda
dalam khutbahnya ketika haji wada': "Barang pinjaman itu harus dikembalikan, orang
yang menjamin harus membayar jaminannya serta hutang harus dibayar." (Al-Tirmizi,
2001b h. 579.)

Selain jalur Abii Umamah, al-Tirmiz1 juga menyebutkan adanya sejumlah shawahid
dari sahabat lain, seperti Samurah ibn Jundub, Safwan ibn Umayyah, ‘Amr ibn Kharijah,
dan Anas ibn Malik. Keberadaan jalur-jalur pendukung ini menunjukkan bahwa makna
hadis tentang kewajiban penjamin bukanlah riwayat tunggal yang terisolasi, melainkan
memiliki basis periwayatan yang relatif luas.(Al-Tirmizi, 2001b h. 580.)

Dari sisi sanad, jalur yang paling dominan adalah melalui Isma‘il ibn ‘Ayyash dari
Shurahbil ibn Muslim al-Khawlant dari Abt Umamabh. Jalur ini tercatat secara konsisten
dalam beberapa kitab hadis, dengan perbedaan redaks yang bersifat ziyadah dan ikhtisar,
tanpa mengubah makna pokok hadis.(Hanbal, 2001b h. 399-400.) Analisis jarh wa ta ‘dil
menunjukkan bahwa Isma‘il ibn ‘Ayyash tergolong perawi sadiig, dan riwayatnya dari
ulama Syam, termasuk Shurahbil ibn Muslim dinilai kuat dan dapat diterima sebagai
hujjah.(Al-°Asqalani, 1996 h. 320-322.) Penilaian ini tercermin dalam komentar al-Tirmizi
yang menyatakan bahwa hadis ini berstatus hasan gharib, bahkan pada sebagian riwayat
dinilai hasan sahih.(Al-Tirmizi, 2001b h. 580.) Dengan adanya penguatan jalur
periwayatan dan konsistensi makna, hadis ini dapat diterima sebagai dasar normatif dalam
penetapan hukum kafalah.

Dari sisi matan, hadis al-za ‘im gharim sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat,
khususnya perlindungan hak dan keadilan dalam transaksi (%ifz al-mal). Redaksi hadisyang
bersifat informatif dipahami oleh para ulama ushul figh sebagai khabar bi ma ‘na al-insya’,
yakni pernyataan yang mengandung konsekuensi hukum mengikat.(Al-Shatibi, 1997b h.
302-305.) Dengan demikian, hadisini menetapkan bahwa penjamin secara hukum memikul
tanggungan finansial apabila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya.

2. Hadis tentang Penolakan Nabi Saw. Menyalatkan Jenazah yang Masih Memiliki Utang
hingga Ada Pihak yang Menanggung

Hadis tentang penolakan Nabi Saw. menyalatkan jenazah yang masih memiliki utang
merupakan salah satu dasar normatif terpenting dalam pembahasan kafalah. Riwayat yang
paling otoritatif tercantum dalam Sahih al-Bukhart melalui jalur sahabat Salamah ibn al-
Akwa’ r.a.:

m\&mfﬂ\u\mﬂ\w)&}SY\wm&m‘f\u;m)ausem\.c};\hah YYY) LQJ\AJ\CJM
w&&d@&ﬁ\{)h&@\ﬁd&éﬂﬁy\}SUwawucd“dng-\k-Mor)hm‘f\(AuJ
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Shahih Bukhari 2131: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ya2|d bin

Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' ra. bahwa Dihadirkan kepada Nabi saw. satu

jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?"

Mereka berkata: "Tidak." Maka Beliau menshalatkan jenazah tersebut. Kemudian

didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: "Apakah
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orang ini punya hutang?" Mereka menjawab: "Ya." Maka Beliau bersabda: "Shalatilah
saudaramu ini." Abu Qatadah berkata: "Wahai Rasulullah, aku yang akan menanggung
hutangnya.” Maka Beliau menshalatkan jenazah itu.(Al-Bukhari, 1993a h. 87-88.)

Hadis ini juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis lainnya
melalui jalur sahabat yang berbeda, seperti Abii Hurairah dan Jabir ibn ‘Abd Allah, dengan
substanst yang sepadan.(Al-Hajjaj, 1991 h. 1238-1239.) Keberagaman jaur ini
menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan kebijakan normatif Nabi Saw. dalam
menegaskan urgens penyelesaian utang.

Dari sisi sanad, riwayat al-Bukhari berstatus sahih li dhatih, dengan seluruh
perawinyadinilai thigah dan sanadnya bersambung tanpa cacat. Tidak ditemukan indikasi
syudhiidh maupun ‘illah qadihah yang dapat menurunkan kualitas hadis ini. Dengan
demikian, hadisini dapat diterima sebagai hujjah gath ‘iyyah dalam penetapan hukum.(Al-
‘Asqalani, 1997 h. 547-549.) Analisis matan menunjukkan bahwa penolakan Nabi Saw.
tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk hukuman spiritual terhadap mayit, melainkan
sebagai mekanisme edukatif dan preventif untuk menanamkan kesadaran akan kewajiban
melunas utang. Hal ini ditegaskan oleh sikap Nabi yang segera menyalatkan jenazah
tersebut setelah Abt Qatadah r.a. menyatakan kesediaannya untuk menanggung utang si
mayit.(Al-Nawawi, 1996 h. 55.)

Kesediaan Abii Qatadah r.a. untuk menanggung utang jenazah dan diterimanya
jaminan tersebut oleh Nabi menjadi dalil eksplisit atas legitimasi kafalah dalam pelunasan
utang. Hadisini menunjukkan bahwa penjaminan utang memiliki konsekuensi hukum yang
sah dan efektif, bahkan mampu menghilangkan penghalang sosial-keagamaan dalam
konteks ibadah kolektif seperti salat jenazah.

3. Hadistentang Kafalah a-Yatim

Hadistentang kafalah a-yatim termasuk hadis yang paling masyhur dan kuat dalam
literatur hadis. Riwayat utamanya tercantum dalam Sahih al-Bukhart melalui sahabat Sahl
ibn Sa’d al-S3’id1 r.a., yang menegaskan kedudukan mulia orang yang menanggung
kehidupan anak yatim d| sisi Allah Swt. dan Rasul-Nya.

‘;..4413\d)u)d\jd@_uusA_u\ux:e)h@\u.\).\)d\mh).\;\c)\))u;})&:\_uh SEAQY LQJ\AJ\CJM
Vi Lagii = 585 a5 400000 Sl 5 1R 4ad) 3 ool 0885 Ul 5 sl g adle 2

Shahih Bukhari 4892: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Zurarah Telah
mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Bapaknya dari Sahl ia berkata:
Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Aku dan orang-orang yang merawat
anak Yatimdi dalam surga seperti inilah." Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan
jari tengah lalu beliau membuka sesuatu diantara keduanya.(Al-Bukhari, 1993b h. 159-160.)

Hadis ini diriwayatkan berulang kali oleh a-Bukhari dan juga oleh Ibn Hibban
dalam Sahih-nya dengan perbedaan redaksi yang sangat minor. Variasi tersebut tidak
memengaruhi makna substantif hadis, melainkan memperkuat pemahaman tentang
keutamaan kafalah al-yatim sebagal amal sosial yang bernilai ibadah tinggi.(Hibban, 1993a
h. 337-338.)

Dari perspektif kritik sanad, hadis ini berstatus sahih li dhatih, dengan seluruh
perawinya dinilai thigah. Penjelasan Abu Hatim, sebagaimana dinukil oleh Ibn Hibban
menegaskan bahwa makna kebersamaan Nabi dan kafil al-yatim adaah kebersamaan dalam
masuk surga, bukan kesamaan derajat atau magam kenabian.(Hibban, 1993b h. 338.) Dari
ss matan, hadis ini menegaskan dimens sosid kafalah yang melampaui penjaminan
finansia semata. Kafalah al-yatim mencerminkan perlindungan terhadap jiwa, harta, dan
keberlanjutan sosia anak-anak yang kehilangan penanggung utama, sehingga seja an dengan
tujuan-tujuan utama syariat (magqasid al-syari‘ah), khususnya hifz al-nafs dan hifz al-mail.

142 |Page
Jurnal Alwatzikhoebillah:

Kagjian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4858


https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4858

Muhibbussabry, M. Jamil, Nawir Yuslem Vol. 12 No. 1 (2026)

Berdasarkan analisis takhrij, kritik sanad, dan kajian matan terhadap hadis-hadis
ahkam tentang kafalah, dapat dissmpulkan bahwa seluruh hadis utama dalam tiga tema
tersebut berstatus dapat diterima sebagai hujjah, bahkan mayoritasnya berstatus sahih.
Hadis-hadis tersebut memberikan legitimasi normatif yang kuat terhadap konsep kafalah,
baik sebagai penjaminan kewagjiban finansial, mekanisme pel unasan utang termasuk setelah
kematian, maupun sebagai instrumen tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, kafalah
memiliki fondasi hadis yang kokoh dan relevan untuk dikembangkan dalam figh muamalah
dan praktik keuangan syariah kontemporer.

C. Pengertian Kafalah dan Kedudukannya dalam Figh Muamalah

Secara etimologis, istilah kafalah (A)) berasal dari akar kata kafala—yakfilu yang
bermakna menanggung, menjamin, atau memelihara. Makna kebahasaan ini menunjukkan
adanya pengambilan tanggung jawab atas kepentingan pihak lain, baik dalam bentuk harta,
diri, maupun pemeliharaan. Penggunaan akar kataini dalam Al-Qur’an dapat ditemukan, antara
lain, dalam QS. Ali ‘Imran [3]: 37 melalui frasa “kaffalaha Zakariyya”, yang menggambarkan
pengasuhan dan penjaminan Nabi Zakariya a.s. terhadap Maryam. Meskipun ayat tersebut
tidak berbicara langsung tentang transaks muamalah, para ulama memahami bahwa makna
penanggungjawaban dan komitmen yang terkandung di dalamnya menjadi landasan semantik
bagi konsep kafalah dalam figh.(Al-Tabari, 2001 h. 401-402.)

Secaraterminologis, para ulamafigh merumuskan definisi kafalah dengan redaks yang
beragam namun memiliki substansi yang sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikan kafalah
sebaga “dammu Zimmah ila zimmah fi thubit haqq aw tahammulih”, yakni penggabungan
tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain dalam penetapan atau pemikulan suatu
hak.(Al-Kasani, 2003 h. 3.) Definis ini menekankan aspek damm al-zimmah (penggabungan
tanggungan hukum), yang menunjukkan bahwa kewajiban tidak berpindah sepenuhnya, tetapi
diperkuat dengan hadirnya penanggung tambahan. Sementara itu, ulama Syafi‘iyah
mendefinisikan kafalah sebagai “iltizam haqq thabit fi al-zimmah aw ihdar nafs”, yaitu
komitmen untuk menunaikan hak yang telah tetap dalam tanggungan orang lain atau
menghadirkan diri orang yang ditanggung.(Al-Nawawi, 1991 h. 221.) Definisi ini
memperlihatkan bahwa objek kafalah tidak terbatas pada harta, tetapi juga mencakup
kehadiran fisik pihak yang dijamin.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat kafalah adalah
penjaminan yang menggabungkan tanggungan penjamin (kafil) dengan tanggungan pihak yang
dijamin (makfiil ‘anhu) demi terpenuhinya hak pihak yang berpiutang (makfiil lahu). Dengan
demikian, kafalah tidak menghapus kewgjiban pihak yang dijamin, melainkan menambahkan
pihak lain sebagai penanggung bersama di hadapan pemilik hak. Karakter ini membedakan
kafalah dari akad pemindahan utang (hiwalah), karenadalam kafalah tanggungan hukum tetap
melekat pada debitor utama.

Ddam sistem figh muamalah, kafalah memiliki kedudukan penting sebagai instrumen
penguat transaksi ( ‘ugiid al-tawthiq). Wahbah a-Zuhaili menempatkan kafalah sejgjar dengan
rahn (gadai) dan hiwalah sebagai akad yang berfungsi melindungi hak kreditor dan mencegah
terjadinya wanprestasi.(Al-Zuhayli, 1985 h. 131-133.) Oleh karena itu, kafalah tidak
dikategorikan sebagai akad pertukaran (‘ugid al-mu‘awadat), melainkan sebagal akad
pelengkap yang mengikuti akad pokok, seperti jual beli, gard, ijarah, atau akad pembiayaan
lainnya. Kedudukan ini menegaskan bahwa eksistensi kafalah bersifat aksesoris, namun
memiliki konsekuensi hukum yang mengikat.

Para fugaha juga mengklasifikasikan kafalah ke dalam beberapa jenis sesuai dengan
objek yang dijamin. Pertama, kafalah bi al-nafs, yaitu penjaminan atas diri seseorang untuk
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dihadirkan di hadapan pihak yang berhak, misanya dalam perkara hukum atau peradilan.
Kedua, kafalah bi al-mal atau bi al-dayn, yakni penjaminan atas kewajiban finansial atau utang
dalam tanggungan seseorang. Ketiga, kafalah bi al-‘ayn, yaitu penjaminan terhadap suatu
barang tertentu agar tetap terpeliharadan dapat diserahkan sesuai kesepakatan.(Qudamah, 1997
h. 327-330.) Klasifikasi ini menunjukkan fleksibilitas konsep kafalah dalam merespons
berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi.

Daam konteks figh muamalah kontemporer, jenis kafalah bi al-mal merupakan
bentuk yang paling banyak diadopsi oleh lembaga keuangan syariah, terutama dalam produk
penjaminan seperti bank garansi syariah dan penjaminan pembiayaan. Menurut Ascarya,
kafalah dalam praktik keuangan syariah berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko yang sah
secara syar‘i selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. (Ascarya, 2021 h. 215-
217.) Sementara itu, Adiwarman A. Karim menegaskan bahwa kafalah merupakan akad
berbasis kepercayaan (trust-based contract) yang memperkuat kelayakan pembiayaan tanpa
menjadikan jaminan sebagai sumber keuntungan utama.(Karim, 2017 h. 158-160.)
Pandangan ini sgjalan dengan prinsip figh bahwa kafalah pada dasarnya adalah akad
tabarru’, meskipun dalam praktik kelembagaan diperbolehkan adanya imbalan jasa (ujrah)
secara terbatas.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Muhammad Syafi‘i Antonio yang
menempatkan kafalah sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembiayaan sektor
produktif, khususnya usahamikro dan kecil, karenamampu menjembatani keterbatasan agunan
dengan mekanisme penjaminan syariah.(Antonio, 2020 h. 124-126.) Dengan demikian, kafalah
tidak hanyamemiliki kedudukan normatif dalam figh muamalah klasik, tetapi juga memainkan
peran signifikan dalam pengembangan sistem keuangan syariah modern. Keseluruhan uraian
ini menegaskan bahwa kafalah merupakan institusi hukum yang berfungsi memperkuat
struktur keadilan dan kepastian dalam muamalah, dengan melindungi hak kreditor sekaligus
memberikan kemudahan dan kepercayaan bagi debitor dalam bertransaksi.

D. Istinbat Hukum Kafalah M enurut Para Fugaha

Para fuqaha’ sepakat bahwa kafalah merupakan akad yang sah dan dibolehkan dalam
Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat. Kesepakatan ini bertumpu
padadalil-dalil Al-Qur’an dan hadis Nabi Saw. yang menunjukkan legitimasi penjaminan, serta
praktik para sahabat yang menerima dan menjalankan kafalah tanpa adanya pengingkaran
(inkar). Dalam kerangka ushul figh, kebolehan kafalah juga sgjaan dengan kaidah umum
muamal ah yang menyatakan bahwa hukum asal dalam transaksi adalah boleh sampai terdapat
dalil yang melarangnya. Wahbah a-Zuhaili menegaskan bahwa akad-akad penguat seperti
kafalah termasuk dalam kategori muamalah yang dibenarkan karena berfungsi menjaga hak
dan mencegah sengketa, bukan untuk mengeksploitasi pihak tertentu.(Al-Zuhayli, 1985 h. 131-
132.) Kaidah al-as! fi al-mu’amalat al-ibahah menjadi dasar metodologis penting dalam
istinbat hukum kafalah.

Dalalah hadis “al-za ‘tm gharim”” menjadi pijakan utama dalam penetapan konsekuensi
hukum kafalah. Meskipun redaksi hadis tersebut berbentuk khabar (pemberitaan), para ulama
memahaminya sebagai khabar yang bermakna insya’ al-hukm, yaitu penetapan kewajiban
hukum bagi penjamin. Dari perspektif dirayah hadis, pernyataan Nabi Saw. tersebut
mengandung makna taqrir dan igrar terhadap praktik penjaminan yang telah dikena di
masyarakat Arab pra-lslam, sekaligus memberikan legitimas syar’i atasnya. Dengan
demikian, hadis tersebut tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga normatif, karena
menetapkan bahwa penjamin memikul tanggungan hukum apabila pihak yang dijamin tidak
mampu memenuhi kewajibannya.(Al-Jawziyyah, 1996 h. 12-14.)

144 |Page

Jurnal Alwatzikhoebillah:

Kagjian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora

DOI: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4858


https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4858

Muhibbussabry, M. Jamil, Nawir Yuslem Vol. 12 No. 1 (2026)

Dalam kerangka figh muamalah, para fugaha’ merumuskan rukun kafalah yang secara
umum meliputi lima unsur pokok, yaitu penjamin (kafil), pihak yang dijamin (makfiil ‘anhu),
pihak pemilik hak (makfiil lahu), objek jaminan (makfiil bih), serta sighat akad berupaijab dan
gabul.(Qudamah, 1997 h. 327-329.) Kelimarukun ini menunjukkan bahwa kafalah merupakan
akad yang bersifat konsensual dan mengikat secara hukum. Adapun syarat-syarat kafalah
antara lain bahwa penjamin harus cakap hukum dan memiliki kemampuan untuk menanggung
kewajiban, objek jaminan harus berupa hak yang jelas dan dapat dituntut, serta akad tersebut
tidak mengandung gharar yang berlebihan. Jumhur ulama juga menegaskan bahwa kafalah
pada asalnya merupakan akad tabarru‘, sehingga tidak disyaratkan adanya imbalan, meskipun
dalam konteks kontemporer sebagian ulama membolehkan adanya ujrah dengan batasan
tertentu.(Al-Zuhayli, 1985 h. 134-136.)

Dalam rincian istinbat hukum, mazhab-mazhab figh menunjukkan adanya perbedaan
pandangan. Mazhab Hanafiyah memandang bahwa kafalah menyebabkan penggabungan
tanggungan penjamin dengan tanggungan pihak yang dijamin, sehingga kreditor berhak
menagih kepada salah satu atau keduanya.(Al-Kasani, 2003 h. 4-6.) Mazhab Malikiyah dalam
beberapa kasus memandang kafalah sebagai bentuk pemindahan tanggungan kepada penjamin,
terutama apabila disertai syarat tertentu yang menunjukkan pelepasan tanggungan dari pihak
asal.(Al-Dardir, 1992 h. 312-314.) Sementara itu, mazhab Syafi‘iyah dan Hanabilah
menegaskan bahwa kafalah tidak menghapus kewajiban debitor utama, melainkan hanya
menambahkan pihak penjamin sebaga penanggung tambahan, sehingga kreditor bebas
menuntut salah satu di antara keduanya.(Al-Nawawi, 1991 h. 222-224.) Perbedaan ini
menunjukkan fleksibilitas figh dalam merespons berbaga konteks muamalah, tanpa
menegasikan prinsip dasar kafalah sebagai akad penguat kewajiban.

Perdebatan mengenai kebolehan kafalah juga muncul terkait imbalan (ujrah) yang
berakar pada kekhawatiran ulama klasik terhadap unsur pemanfaatan utang yang mendekati
riba, sehingga sebagian memakruhkan bahkan melarangnya. Dalam figh kontemporer,
perdebatan ini berkembang melalui pembedaan metodologis antara imbalan atas utang dan
imbalan atas jasa penjaminan. Ujrah dinilai dapat dibenarkan sepanjang dikenakan atas jasa
administratif, mangjemen risiko, dan layanan nyata lembaga penjamin, bukan atas pokok
kewgjiban.(Usmani, 2002 h. 148.) Pendekatan ini banyak diadopsi dalam praktik keuangan
syariah modern. Reza Shefiadini Abadi Dini menegaskan bahwa ujrah kafalah secara
metodologis harus dilepaskan dari pemanfaatan utang dan diposisikan murni sebagai
kompensasi jasa penjaminan.(Dini, 2023) Sementara itu, Muh. Maksum menunjukkan bahwa
mayoritas fugaha’ klasik tetap memandang kafalah sebagai akad tabarru‘ yang berorientasi
ta‘awun dan tanggung jawab moral.(Maksum, 2022) Sejalan dengan itu, Busari et al. mencatat
bahwa fatwa kontemporer internasional mempertahankan prinsip non-kompensasi sebagai
norma dasar, sembari membuka ruang ujrah secara terbatas demi kemaslahatan
administratif.(Busari et al., 2024)

Dadam perspektif magqgasid al-syari’ah, pengaturan kafalah bertujuan mewujudkan
kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb al-masalih wa dar’ al-mafasid) dalam kehidupan
muamalah, khususnya pada transaks yang mengandung risiko kegagalan pemenuhan
kewgjiban. Analisis magasid terhadap kafalah menjadi relevan ketika dikaitkan dengan fungsi
dan dampaknya dalam praktik utang-piutang dan aktivitas ekonomi.(Nikmah & Alfatih, 2025)
Secara khusus, kafalah berperan menjagaharta (kifz al-mal) dengan memberikan perlindungan
kepada pemilik hak agar kewajibannya tidak terabaikan, tidak hilang, dan tidak sulit ditagih.
Kehadiran penjamin menciptakan kepastian hukum dan rasa aman dalam transaksi, sehingga
meminimalisir potensi sengketa dan kerugian finansial.(Al-Shatibi, 1997a h. 8-10.) Fungsi ini
tampak nyata dalam praktik kontemporer seperti bank garans syariah dan penjaminan
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pembiayaan, di mana mekanisme kafalah memastikan kewagjiban finansial dapat diselesaikan
secara tertib dan adil.

Selain menjaga harta, kafalah juga berkontribusi pada penjagaan jiwa (hifz al-nafs) dan
stabilitas sosial. Ketidakjelasan tanggung jawab dalam transaksi keuangan kerap melahirkan
konflik berkepanjangan yang merusak hubungan sosial, menimbulkan tekanan psikologis, dan
bahkan berpotens mengancam keselamatan jiwa. Dengan adanya kafalah, risiko konflik
tersebut dapat ditekan karena terdapat kejelasan mengena pihak yang bertanggung jawab
ketikaterjadi gagal bayar. Kepastian ini memperkuat kepercayaan sosid (thigqah ijtima ‘iyyah)
dan menciptakan rasa aman dalam bertransaksi, yang pada gilirannya menopang stabilitas
masyarakat dan mencegah meluasnya dampak negatif sengketa ekonomi.

Ditinjau dari sisi fungsional, kafalah padaumumnyaberadadalam ranah hajiyyat, karena
bertujuan menghilangkan kesulitan (raf” al-haraj) dan memperlancar hubungan muamal ah tanpa
menjadikannya sebagai kebutuhan yang bersifat eksistensia.(Al-Shatibi, 1997a h. 19.) Kafalah
bukan kebutuhan primer yang tanpanya kehidupan ekonomi mustahil berlangsung, namun
keberadaannya sangat membantu mengurangi hambatan, meningkatkan kepercayaan, dan
memperluas akses transaks, terutama bagi pihak yang lemah dari Sis agunan atau reputasi
finansid. Oleh karena itu, secara dominan kafalah berfungsi sebagai instrumen pelengkap yang
memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya secara sah dan tertib.

Namun demikian, dalam kondisi tertentu kafalah dapat meningkat dergjatnya ke ranah
dariariyyat, terutama ketika ketiadaannya berpotensi menimbulkan kerusakan besar terhadap
harta masyarakat atau mengancam stabilitas ekonomi secara luas. Hal ini tampak jelas dalam
praktik penjaminan lembaga keuangan syariah, seperti bank garansi untuk proyek strategis,
penjaminan pembiayaan sektor publik, dan dukungan terhadap UMKM. Dalam konteks
tersebut, kegagalan sistem penjaminan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi dapat
menimbulkan efek domino yang merugikan kepentingan umum. Oleh karenaitu, kafalah tidak
lagi sekadar pelengkap transaksi, melainkan menjadi instrumen penting dalam menjaga
keberlangsungan aktivitas ekonomi, keadilan distributif, dan kepercayaan terhadap sistem
keuangan syariah.(Usmani, 2002 h. 148.)

Lebih jauh, dari sudut pandang kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), kafalah
berfungsi sebaga instrumen strategis untuk melancarkan aktivitas ekonomi. Kepercayaan
merupakan fondasi utama dalam dunia usaha, dan kafalah menjembatani pihak yang memiliki
modal dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan.(Srikandi, P. ayu, Nilfatri, Sri Kadarsih,
Reza Okva Marwendi, 2025) Jasser Auda menegaskan bahwa magqasid al-syart‘ah menuntut
keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan kolektif. Dalam kerangkaini,
kafalah memungkinkan pelaku usaha yang lemah secara agunan tetap berpartisipasi dalam
sistem ekonomi tanpa mengorbankan hak pemilik modal, sehingga dinamika ekonomi dapat
berlangsung secarainklusif dan berkeadilan.(Auda, 2007 h. 74-76.)

Adapun aspek administratif dalam pelaksanaan kafalah, termasuk kebolehan
pengenaan ujrah atas jasa penjaminan, dapat ditempatkan dalam ranah tahsiniyyat sebagai
unsur penyempurna tata kelola muamalah. Selama ujrah dikenakan atasjasariil, manajemen
risiko, dan biaya operasional, serta tidak mengandung unsur eksploitasi utang atau riba, ia
dipandang sebagai mekanisme pendukung yang meningkatkan efisiensi, profesionalisme,
dan keberlanjutan lembaga penjamin. Dengan demikian, analisis maqgasid menunjukkan
bahwa kedudukan kafalah bersifat bertingkat dan kontekstual: dominan sebaga hdajiyyat,
dapat meningkat menjadi dariariyyat dalam kondis tertentu, serta memiliki dimensi
tahsiniyyat pada aspek administratif, yang keseluruhannya bermuara pada tujuan utama
syariat dalam mewujudkan keadilan, keamanan, dan kemaslahatan dalam kehidupan
muamalah.
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E. Aplikabilitas Kafalah dalam Muamalah dan Sistem Keuangan Syariah Kontempor er

Dalam konteks ekonomi modern, akad kafalah mengalami perluasan fungsi melalui
adopsinya dalam berbagai produk lembaga keuangan syariah. Kafalah tidak lagi terbatas
pada hubungan personal antarindividu, tetapi berkembang menjadi instrumen kelembagaan
yang berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko dan penguatan kepercayaan dalam
transaksi keuangan.(Ali et al., 2024) Perkembangan ini menunjukkan elastisitas figh
muamalah dalam merespons kebutuhan ekonomi kontemporer tanpa melepaskan prinsip
dasar syariat.

Salah satu bentuk implementasi kafalah yang paling umum adal ah bank garansi syariah.
Dalam produk ini, bank syariah bertindak sebagai kafil yang menjamin kewgjiban nasabah
(makfil ‘anhu) kepada pihak ketiga (makfiil lahu), seperti dalam proyek konstruksi, pengadaan
barang, atau proses lelang. Apabila nasabah melakukan wanprestasi, bank berkewajiban
memenuhi kewajiban tersebut sesuai nilai dan ketentuan garansi, kemudian menagih kembali
kepada nasabah.(Qutsi, 2024) Secara figh, struktur ini dikategorikan sebagai kafalah bi al-
dayn, karena bank menanggung kewgjiban finansial pihak yang dijamin tanpa menghapus
tanggungan asalnya.

Bentuk lain dari aplikabilitas kafalah adalah penjaminan pembiayaan (guarantee
scheme), khususnya dalam pembiayaan UMKM. Dalam skema ini, lembaga penjaminan
syariah memberikan kafalah atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada
nasabah yang memiliki keterbatasan agunan. Kehadiran penjamin berfungsi mengurangi risiko
pembiayaan dan meningkatkan keberanian bank dalam menyalurkan dana ke sektor
produktif.(Ali et a., 2024) Dari perspektif maqgasid al-syari’ah, skemaini berkontribusi pada
perlindungan harta (hifz al-mal) sekaligus mendorong pemerataan akses pembiayaan dan
penguatan ekonomi umat.

Dalam perdagangan internasional, kafalah juga diaplikasikan melalui Letter of Credit
(L/C) Syariah, yang umumnya dibangun dengan kombinasi akad kafalah dan wakalah. Bank
syariah bertindak sebagai penjamin pembayaran kepada eksportir (beneficiary) selama
dokumen yang dipersyaratkan terpenuhi, sekaligus sebagai wakil importir dalam mengurus
administrasi pembayaran. Secara figh, L/C syariah termasuk dalam kategori kafalah bi al-
tsaman, karena bank menjamin kewajiban pembayaran importir di hadapan eksportir.
Mekanisme ini memberikan kepastian pembayaran, memperlancar arus perdagangan
internasional, dan tetap segjalan dengan prinsip syariah karena terhindar dari riba, gharar, dan
penipuan.(Zaidi, 2007 h. 87-89.)

Di Indonesia, landasan normatif penerapan kafalah dalam lembaga keuangan syariah
diperkuat oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional-M Ul Nomor 11/DSN-MUI/1V/2000 tentang
Kafalah. Fatwa ini menegaskan bahwa kafalah adalah akad penjaminan yang menimbulkan
kewajiban tanggungan bagi penjamin, serta membolehkan pengenaan ujrah sepanjang tidak
dikaitkan dengan pokok utang, bersifat transparan, dan tidak mengandung unsur riba maupun
gharar. Fatwa tersebut menjadi rujukan operasional utama bagi bank syariah dan lembaga
penjaminan dalam merancang produk penjaminan yang sesuai dengan prinsip syariah dan
maqasid al-syart’ah.(Indonesia, 2000 h. 2-4.)

Secara keseluruhan, penerapan kafalah dalam sistem keuangan syariah kontemporer
menunjukkan bahwa konsep figh klasik yang berakar pada nash Al-Qur’an dan Sunnah
memiliki daya adaptasi tinggi dalam menjawab kebutuhan ekonomi modern. Tantangan ke
depan terletak pada pengelolaan risiko, penetapan ujrah, dan pengembangan kontrak turunan
agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan, sehingga kafalah tidak hanya sah
secara hukum, tetapi juga efektif dalam mewujudkan tujuan syariat dalam kehidupan
muamal ah.
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PENUTUP

Berdasarkan analisis integratif tafsir Al-Qur’an, hadis, konstruksi figh muamalah, dan
praktik keuangan syariah kontemporer, kafalah merupakan akad penjaminan yang sah secara
syar’i, berakar pada QS. Yusuf [12]: 72 dan hadis “al-za Tm gharim”, serta dikonstruksikan
secara sistematis oleh para fuqaha sebagai akad tawthigi yang aksesoris terhadap kewajiban
pokok, bertujuan melindungi hak, mencegah sengketa, dan menciptakan kepastian hukum.
Fleksibilitas figh terlihat dari perbedaan mazhab terkait konsekuensi hukum kafalah dan
pembol ehan ujrah terbatas untuk konteks kelembagaan, sedangkan dari perspektif magasid al-
syari‘ah, kafalah berfungs strategis. dominan dalam ranah hajiyyat untuk memudahkan
transaksi, dapat meningkat ke daririyyat bila berdampak luas pada kepentingan publik, dan
memiliki dimens tahsiniyyat pada aspek administratif. Praktik kontemporer, seperti bank
garansi syariah, penjaminan pembiayaan UMKM, dan L/C Syariah, menegaskan relevans
kafalah sebaga instrumen hukum Islam yang efektif, adil, dan mendukung kemaslahatan
ekonomi umat secara berkelanjutan.

Lembaga keuangan syariah disarankan memperkuat regulasi dan pedoman operasional
kafalah, mengedukasi masyarakat dan pegawai agar hak, tanggung jawab, dan implikasi
hukumnya jelas, serta melakukan riset lanjutan untuk mengoptimalkan kombinasi kafalah
dengan akad lain, memastikan kepastian hukum, mitigas risiko, dan kemaslahatan ekonomi
umat.
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